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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap kejahatan
penggunaan ijazah palsu oleh pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan untuk
mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penggunaan ijazah palsu oleh pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam mencari
jawaban atas masalah ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dengan
melakukan wawancara dengan beberapa pihak antara lain Kepolisian Resort OKI serta
Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah, dalam
upaya penegakan hukumnya telah dilakukan oleh kepolisian Reasort OKI hanya saja
dilakukan lebih intensif lagi agar tidak ada lagi kejadian pemalsaun ijazah, Penggungkapan
pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah ditempuh polisi dengan cara: 1) Menerima laporan
dari masyarakat, 2) Penunjukan, 3) Penyelidikan, 4) Melakukan kerjasama dengan beberapa
pihak, 5) Penangkapan, dan 6) Penyitaan. Hasil penelitian yang kedua adalah, dalam upaya
penegakan hukum tentu memiliki penghambat dan itu disadari oleh Kepolisian Resort OKI,
Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah yang
dilakukan oleh pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu: 1) Faktor aparat penegakan
hukum, rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Sarana atau fasilitas yang menunjang
proses hukum, kesulitan untuk mencari pembanding antara ijazah yang asli dengan yang asli
tapi palsu (aspal), dan 3) Kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kesadaran dari
masyarakat itu sendiri dalam membantu penegakan hukum pelaku tindak pidana pemalsuan
ijazah tersebut.

Kata kunci: Penegakan Hukum, [jazah Palsu, Pejabat, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas
dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum. Salah satu
ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan
hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan
hukum (law enforcement) dalam pengertian luas merupakan penegakan keadilan bila
di persempit akan terarah kepada aparat penegak hukum yaitu mereka yang terlibat

dalam penegakan hukum.

Hukum dianggap sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan
kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika
timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Asas legalitas
dimana suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut
tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana. KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. hal tersebut sampai

sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.!

!Musdalifa R, 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan ljazah Palsu,
Fakultas Hukum Unhas, Makassar, him. 1.



Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lintas
hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara.?

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang
mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam
praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan
keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam
mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.®

Ditinjau dari sudut sebjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek
yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek
dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum
melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia

2Dellyana, Shant. 1988, Konsef Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, him. 32.
3Ibid., him. 33.



menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya,
penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu
untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana
mestinya. Dalam memastikan tegaknya suatu aturan hukum, apabila diperlukan,

aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa.*

Adapun masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada
beberapa faktor-faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga
dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut,” faktor-faktor

tersebut antara lain meliputi:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja;

2. Faktor penegak hukum, vyakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasrkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas merupakan hal yang mempengaruhi penegakan

hukum baik berupa pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif.®

“1bid., him. 34.
>Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, him. 8.
61bid., hIm. 69.



Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat
adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan
yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik diri sendiri maupun orang lain,
palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari
keuntungan. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain

sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu
ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan
ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas
dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan
keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu dilakukan tanpa berfikir
secara matang yang dapat merugikan diri sendiri. Adapun salah satu fenomena
tersebut adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan merupakan masalah yang
kompleks karena yang terlibat di dalamnyatidak hanya guru dan murid namun
lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah. Tindak pidana
pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh
masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini,
kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan

sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan.

Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah menjadi
penyakit akhlak yang belum ada obatnnya, dan itu semua sudah menjangkit di semua

jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik. Namun para guru, pegawai dan



pejabat publik pun tak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan. Ada pula
gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau

untuk melamar kerja.’

ljazah merupakan suatu bukti bagi seseorang dan sebagai suatu syarat bagi
seseorang untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan
ijazah atau gelar dari negara harus sesuai dengan aturan dan Undang-Undang antara
lain menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk
dicermati. Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang
biasa, namun di kalangan pejabat publik merupakan hal yang biasa. Adapun juga
yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat
pujian, karena dengan gelar banyak yang melekat di namanya maka orang lain akan

menganggapnya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum

Pidana, yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

"Musdalifa R, Op.Cit., him. 1.



pemalsuan ijazah ini masuk kedalam pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 263 KUHP yang menentukan:

1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan
sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau
yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan
maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya
dapat mendatangkan sesuatukerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan
hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja
menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan
tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
juga mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Undang-undang ini mengatur
bahwa “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.

500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Pengaturan lain tentang pemalsuan ijazah tercantum pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang menjelaskan
bahwa “Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar
vokasi, dan/atau gelar profesi”. Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut
adalah pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Sebagaimana contoh kasus pemalsuan ijazah oleh pejabat dapat kita lihat pada

kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan



yaitu oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan
Komering Ilir (OKI) diamankan polisi karena menggunakan ijazah palsu saat
registrasi pencalonan anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),

Jum’at (23/02/2018).8

Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), AH (37) divonis 3,6
tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Politisi dari
Partai Gerindra tersebut dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan

ijazah palsu.

Berdasarkan proses persidangan, terdakwa terbukti bersalah menggunakan
ijazah palsu, sebagaimana melanggar dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau
Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hukuman untuk terdakwa ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum
(JPU) yakni 4 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta dan subsider 3 bulan kurungan.
Dimana sebelum sidang agenda amar putusan, terdakwa telah dilakukan penahanan

oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung,

Terungkap, perkara terdakwa ini berawal dari laporan pelapor dengan nomor
laporan LPB/986/XI11/2015/SPKT pada tanggal 15 Desember 2015. Dimana saat
registrasi pencalonan, oknum anggota DPRD OKI itu diduga menggunakan ijazah

palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Azzahra Jakarta.

& http://beritamusi.co.id/2018/02/23/kasus-ijazah-palsu-anggota-dprd-oki-divonis-36tahun-
penjara/, 10 Agustus 2018.



ljazah tersebut dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 03060177 diketahui
milik seseorang bernama Fadloli Terdakwa pada tahun 2013 mencalonkan diri
sebagai anggota DPRD OKI periode 2014-2019, dengan melampirkan fotokopi ijazah
SD, MTS, MAN, dan strata 1 jurusan llmu hukum Universitas Islam Azzahra Jakarta.
Selanjutnya dinyatakan lulus verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Kabupaten OKI, kemudian menjadi anggota DPRD OKI periode 2014-2019.

Pemalsuan ijazah merupakan delik materiil apabila suatu delik tersebut
menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat menimbulkan

kerugian atas pemakaiannya serta dapat diancam pidana.®

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, penulis akan membahasnya
secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Upaya Penegakan Hukum
Terhadap Kejahatan Penggunaan ljazah Palsu Oleh Pejabat di Kabupaten

Ogan Komering Ilir.

B. Rumusan Masalah

°Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori Dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, him. 7.



Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang di bahas

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan
ijazah palsu oleh Pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan
penggunaan ijazah palsu oleh Pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir

tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat
yang ingin diperoleh dari hasil penelitian, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan
ijazah palsu oleh Pejabat di Kabupaten Ogan Komering llir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan
penggunaan ijazah palsu oleh Pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir

tersebut.

D. Manfaat Penelitian



Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang
diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis
pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang
saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini
penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Akademis

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam
perkuliahan dan membandingkan dengan praktek di lapangan.

b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi
peneliti.

c. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai upaya penegakan
hukum terhadap penggunaan ijazah palsu oleh pejabat.

d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang daoat
digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang
ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis.

b. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan
kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk
ke dalam instansi maupun menjadi penegak hukum atau praktisi
hukum yang senantiasa memperjuangkan keadilan di negeri ini agar

dapat di tegakan.
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c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang
kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kerangka Teori
Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori
penegakan hukum pidana. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pidana
mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi
kenyataan. Jadi, penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan.©
Menurut Lawrence Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum
bergantung pada:
1. Substansi Hukum, meliputi perangkat perundang-undangan dan norma-norma
serta perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu;
2. Struktur Hukum, menyangkut aparat penegakan hukum atau sistem struktural
yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu berjalan dengan baik.
3. Budaya Hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum
kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya Hukum erat

kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.!!

Muchamad lksan, 2012, Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila,
www.hukum.ums.ac.id, 12 Agustus 2018.

“Muchamad lksan, 2012, Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila,
www.hukum.ums.ac.id, 12 Agustus 2018.
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Sementara menurut Soerjono Soekanto, Masalah pokok penegakan hukum
sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-

faktor tersebut adalah:

1. Hukum itu sendiri;

2. Penegakan hukum;

3. Sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat;

5. Kebudayaan;

Terkait mengenai teori penegakan hukum, dalam hal ini penegakan hukum
pidana, maka akan berhubungan dengan Criminal Justice System, yang bisa disebut
dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Ali Said, S.H sistem peradilan pidana
adalah tidak lain dari kerjasama antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam
peradilan pidana secara terpadu walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-
masing unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem
peradilan pidana.'? Selanjutnya berhubungan pula dengan teori pemidanaan, dimana
menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka
dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam

hukum pidana ada tiga aliran yaitu:*®

2M. Rasyid Ariman dkk, 2007, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Unsri, Palembang,
him. 21.

13Satochid Kartanegara, 1963, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
him. 56.
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1. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan)
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada
kejahatan itu sendiri sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai
pembalasan, imbalan (vergelding) terhadap orang yang melakukan perbuatan
jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah
bukan velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini
menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori
ini mencari manfaat daripada pemidanaan (nut van de straf).

3. Vereningings theorieen (teori gabungan)
Teori ini sabagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan
menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini
dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu
pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai

dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian
merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang menjadi
fokus penelitian tidak mengambang.Setiap penelitian memerlukan metodedan teknik

pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. Penelitian adalah saranayang
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digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu
pegetahuan demi kepentingan masyarakat luas.**
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
jenis penelitian Yuridis Empiris yang dihasilkan melalui pengamatan penulis
dan menggunakan beberapa pendekatan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang
ada dilapangan,®® dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penulis akan
mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai upaya penegakan hukum
terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh Pejabat di Kabupaten Ogan
Komering Ilir serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan
penggunaan ijazah palsu oleh Pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir
tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-

undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

2. Lokasi Penelitian
Dalam melakukan kegiatan penelitian maka harus adanya lokasi penelitian,
penulis memilih Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pengadilan Negeri
Kayuagung. Adapun penulis memilih tempat ini dikarenakan sebagai efisiensi
dan kemudahan untuk melakukan penelitian. Disamping itu pada lokasi
tersebut dianggap tersedia data dan sumber data yang dapat dibutuhkan dalam

penelitian ini.

14 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, him. 3.
15 Sumadi Suryabrata, 1983, Metode Penelitian, CV. Rajawali, Jakarta, him. 93.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Data ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan
dengan cara mencari dan menginventarisasi, menghimpun data dan fakta,
memelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul
dalam penelitian, dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang
berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan
dengan fokus penelitian; bisa berupa jurnal, artikel, makalah, dan lain
sebagainya.'® Berikut ini bahan-bahan yang dimanfaatkan secara maksimal

dalam penelitian ini yang meliputi:

a. Bahan hukum primer,yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tahun
1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun
2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tahun 2012

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6 Nasution dan M. Thomas, 1988, Thesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah, Jemmars,
Bandung, him. 58.
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5. Dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu:
1. Buku-buku yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan;
2.Jurnal, majalah, makalah-makalah, dan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti;
3. Bahan acuan lainnya seperti berita-berita maupun artikel-artikel,
baik di media cetak maupun elektronik.

c. Bahan hukum tersier,yaitu:

1. Kamus Hukum;dan
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
4. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Metode kualitatif maksudnya adalah analisa data dilakukan secara kualitatif,
komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data yang ada
secara bermutu dalam kalimat yang runtun, jelas, logis, teratur tidak tumpang
tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman
hasil analisis.
5. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam penelitian. Dari
penggambaran tersebut, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

deduktif yakni menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik
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kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat

dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan
tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan
penulisan dengan sistematika sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
Il. TINJAUN PUSTAKA
Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan
dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan
diselidiki. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan
mengenai upaya penegakan hukum terhadap penggunaan ijazah palsu oleh
pejabat.
I11. METODE PENELITIAN
Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber
dan jenis data, penuntutan responden, prosedur pengumpulan data dan

pengolahan data serta analisa data.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian
tentang peran upaya penegakan hukum terhadap penggunaan ijazah palsu oleh
pejabat serta faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum
terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh Pejabat.

V. PENUTUP
Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan
tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada
dalam penulisan skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi

jawaban dari masalah yang diteliti.
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